
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
dalamKabupatenDaerah-DaerahPembentukan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan,

Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cahang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dae'~, perJu merubah Peraruran
Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 201n fenfang
ICeduduks.n, S'llsunan O1-ganisasJ.'fugas Pokok, Fungsi.

Uraian Tugas Jaba.tan dan Tata Kerja, Dinas Fekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

da1amhuruf a di atas, perlumenetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan

dan Tata Ke.rja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan.
Ruang Kabupaten Grobogan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undnng-Undang dasar Negara Republik

Indonesia TahUIl 1945;

Menimbang

DENGANRAHMATTUHAN YANG MARA ESA

BUPATl GROBOGAN,•

..

PI!;RATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERLfBAHAN ATAS PERATURAN'BUPATJGROBOGAN NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGS1,
URAlAN TUGAS JABATAN DAN TA"TAKERJA D1NASPEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANO KABUPATEN OROBOGAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 20 17
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tabun
2016 tcntang Pemberitukan dan Susunan Perangkat
Dac:rah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2010 Nomor 15, Tambaban Lernbaran Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15);

6. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana

telah diubah bebei UpGl kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2.014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

•

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
•

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik•

4. Ondang-Undang Nomor ~ Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia. Nomor
5234);
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7. Unit PelaksanaTeknis Daerah yang sclanjumya clisingkat

UPTD adalah Unit: Pelaksana Telrnis Daerah pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Grobogan.

4. Sekretaris Daerah adaiah Sekretruis Daeruh Knbupnten

Oro bogan,

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekeriaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Orobogan.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerab yang memirnpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
keweoangan daerah otonom.

1. Daerah adalah Kabupaten Orobogan.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan..
[Berrta Daerah Kabupaten Grobogan 'rabun 2015 Nomor 53)

diubah sebagai berik.ut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Beberapa ketentuan, dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor ~3
'rabun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas•

PasalI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG- .PERUBAHAN ATAS

PERATURANSUPAT! OROBOGAN NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDTJDUKAN, SUSUNAN ORG-ANfSASI,TUG-AS

POKOK,FUNGSl, URAlANTUGAS JAB...-rAN DANTATAKERJA

DlNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENA'l'AAN KUMG
KABUPATENOROSOGAN.

Menetapkan
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Kecamatan Kradcnan dan Kecamatan Gabus;

4. UPI'D Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B

Wilayah Wirosari, wilayah kerja meliputi Kecamatan

Wiroso.ridan Kecamatan Ngaringan;

keria meliputiKradenan. wilayahWilayah

Pasal33

(1) Dengan Peraturan Bupati inidibentuk UPTD. terdiri dan:

a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B wuayan,

terdiri dart :

1.UPl'D Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Ke1as B
Wilayah Purwodaili, wilayab kc:rja meliputi

Kecamatan Purwodadi;

2. Lr>TD Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B

Wilayah Torch, wilayah kerja meliputi Kecamatan

Toroh dan Kecamaran Geyer;

3. UPI'D Pemeliharaan JaJan dan lrigasi Ke1as B

10.Kelompok Jabatan FungsionalTertentu adalab kumpulan

jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari sejumlah•
tenaaa ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu..
yang terbagi dalam berbagai kc:lompok sesuai
kcahli8J'lnya.

2. Kerentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

8. KepaJa UPI'D adalah Kepala UPI'D di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang Kabupaten
Grobogan.

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seorang pegawai negeri sipil dalam suaru saruan.
orga:tisasi yang dalam pelaksanaan rugasnya yang

didasarkan pads keahlian danJatau keterampilan unruk
mencapai tujuan organisasi,
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b. KelompokJabatan Fungsional Tertentu.

(4) Bagan organiSIUS1UP1'D sebagairnana dimaksud pada

ayat (1), tercantum cialam Lampiran I, Lampiran II dan

a. Kopala UPTD; dan

(2) SusWlan Organisasi UPTD Kelas A, tcrdiri dari :

a. Kepala UPTO;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok-Jabatan FUogslonal Tertenru.

(3) Susunan Organisasi unD Kelas B, terdlri dari :

Tanggurigharjo;

10.UPI'O Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B

WiJayah Gubug, wilayah kerja meliputi Kecarnatan

Gubug dan Kecarnatan Kedungjati;

b. UPTOPeralatan dan Perbengkelan Kelas B; dan

c. UPTD Laboratorium Koostruksi Kelas A.

KecamatandanTegowanuKecamatan

lrigasi Kelas B

kerja mehputi

9. UPTO Pemeliharaan Jalan dan
Wilayah Tegowanu, wilayah

•
Godoog dan Kecamatan Klambu;

Karangrayung;

8. UPTO Pemeliharaan Jalan. dan lrigasi Kelas B
Wilayah Godonz, wilayah kerja meliputi Kecamatan~

KecamatanKecam.atan Penawangan dan

7. UPrO Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B

Wllayah Penawangan, wUayab kerja meliputi

5. UPTO Pemeliharaan Jaian dan lrigasi Kelas B

Wilayah Gmbogan, wilayah kerja meliputi

Kecamatan Orobogan dan Keco.matan Brati;

5. UPTD Pemeliharaan Jaian dan lrigasi KeIas B
VTuayah Pulokulon, wilayah kerja meliputi

Kecamatan Pulokulon dan Keco.mo.to.nTawangharjo;
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(4) Kepala UPI'D Pemeliharaan .Jalan dan Irigasi Kelas B
Wuayah dalam melaksanakan. tugas pokok dan fungsi

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. pembinaan, bimbingan tcknis pemantauan, evaluasi

dan .pelaporan pelaksanaan kegiataa UPTD

Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B Wilayah; clan

b. peJaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas eli bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah
kerianya:

c. pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang di wilayah kerjanya;

Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud.pada ayat (2). mempunyai fune"'; :

R. penyusunan program kerja UPTDPemeliharaun Jalan

dan lrigasi Kelas B Wilayah;

(1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B Wilayab

dipimpia oleh Kepala UPTD yang berkedudukan eli bawah
~

dan bertanggungjawab kltpada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan. Irigasi Kelas 8
Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuoyai

rugae pokok.melakeanakari kegiatan operaaioual uan/ atau

kegiatan ieknis penuojang Dinas eli bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang eli wilayah kerjanya.
(3J Kepala UPTD Perneliharaan Jalan dan lrigasi Kelas B

•

•

Pasal34

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. I

3. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
UPTDPemeliharaan Jal~ dan lrigasi Kelas B Wilayah

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

,
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi dan

perneliharaan urusan pekerjaan umum dan penataan
.ruang eliwilayah keIjanya;

h. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pembinaan dan

pemberdayaan kelompok rnasyarakat terkair

infrastruktur irigasi di wilayah kerjanya;
L menyiapkan. bahan dan melaksanakan pembinaan-dan

pemberdayaan kelompok masyarakat terkait

infrastruktur jalan danjembatan dI wilayah ker.janya;
J. menyiapkan bahan, menyusun dan melaporkan data

inventarisasi, data hidrologi, data hidrometeorologi,
dan data pertanaman wilayah kerjanya;

f. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis
.pelaksanaan program dan kegiatan eli bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah
keIjanya;

e. mempelajari dan .mengkaji peraturan perundang
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

b. menjabarkan. perintah atasan melalui pengkajian
'permasatahen dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi, tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasriya serta memberikan arahan dan petunjuk balk

eecara lisan maupun tertqlis guns. rnerringkatkan

kelancaran pelaksangan rugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan informaai, masukan, serta dalemrangke.
einkronieasidanharmoni_~i pclaksanaan kegiatan;

•

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD
Pemelibaraan JaJan dan Irigasi Kelas B Wilayab

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
dan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
mempunyai uraian tugas jabatan :

, -7-

-



t. melaksanakan monitoring, raengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan seeara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebeigai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

k. menyiapkan bahan, menyusun dan me\aporkan data
inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan di wilayah
keIjanya;

1. menyiapkan 'bahan, menyu:sun dan melaporkan. data
lnventarisasl penataan ruang di wilayah kerjanya:

m. melaksanakan inspeksi dan inventarisasi kerusakan
urusan pekerjaan 'umurn dan penataan ruang di
wilayah kerjanya;

D. menyiapkan bahan dan melalcsanakan monitoring dan
melaporkan kejadian bencana alam banjir dan
kekeringar; yang terjadi di wilayah keIjanya;

u. melaksanakan pengamanan terhadap bangunan

bangunan, tanah-taaah, penataan ruang, dan sumber
air diwilayah kerjanya;

p. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan usaha
intensifikasi pemasukan retribusi pcmakaian tanah

dan periataan ruang dan air perrnukaan serta

pendapatan daerah lainnya di Wllayah kerjanya yang
berkaitan dengan perkerjaan umum dan penataan
ruang;

q. menyiapkan bahan dan merumuskan tindakan
pencegahan dan melaporkan pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan eli wUayah kerjanya

kepada kcpala Dinas;

f. menyiapkan bahan, melaporkan dan melaksanakan
monitoring terhadap kegiatan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang diwilayah kerjanya;

s. menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
pelaksanaan program clan kegiatan serta pelayanan di
wilayah kerjanya;

•

,
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(1) UPTDPeralatan dan PerbengkeJan Kelas B dipimpin oleh

Kepala UPTO yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Peralatan dan Perbeng.kelan Kelas B
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai tugas
pokok rnelaksanakan kegiatan operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan
dan pemeliharaan alat-alat pekerjaan umum dan pensrAan
ruang serta pengembangan Workshop.

(3) Kepala UPTD Pcralatan dan Perbengkelan Kelas B dalam

melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (21,mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja uno Peralatan dan

Perbengkelan Kelas B;
b. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang

pengelolaan dan peme1iharaan alat-a1at pekerjaan.

umum dan penataan ruang serta pengembangan
Workshop;

c. pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang

pengelolaan dan pemeliharaan alar-alar pekeriaan

Pasal36

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
bcrikut:•

Paragraf2

UPTD Peralatan, dan Perbengketan Kelas B

5. Pa::;al35 dihapus.

6. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BABV diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

v. menyampaikan saran dan pertirobangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal
eerta untuk menghindari pcnyimpangan; dan

(
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I. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis.
peJaksanaan program dan kegiatan di bidang
pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat pekerjaan
umum dan penataan ruang serta pengembangan
Workshop;

g. menyiapkan baba.n dan mclaksanakan pengelolaan
Workshop dan pengamanan alai alar yang berat yang

e. mempelajari dan mengkaji peraruran perundang
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

d. melaksanakan koordinasi internal maupun ckstemal
baik secara langsung maupun ticiak langsung untuk
rnendapatkan informasi, masukan, serta dalarn rangka
sinkrcnisasi dan harmcnlsasi pelaksanaan kcgiatan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai Jingkup

tugasnya serta memberikan arahan dan perunjuk baik
seeara lisan maupun tertulis guno. meningkatkan

kelancaro.n pelaksanaan tugas;

umum dan penataan ruang serta pengembangan
Workshop.

d_ pemb'naan.b\mb\n~ te'&n,spetn.l:U'\tauan, <='I;uua",
dan pe\a.poran pe\a\(,sanaan kegi.atan \JPTD Peratatan
dan Perbengkelan Kelas B; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan 'bidang tugasnya

(4) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B dalam
melaksanakan tugas pokok dan Iungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian

tugas jabatan ;

a. meoyusun rencana dan program kegiatan UPTD
Peralatan dan Perbengkelan Kelas B berdasarkan basil
evahiasi kegiatan cahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan:

b. menjabarkan perintah ataean mclalu.i pengkajian
pennase.lahan dan peraturan perundang-undangan;

,
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q. melaksanakan rugas kedlnasan bun $esuai dcngan

perintah atasan.

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal

serta untuk menghindari penyirnpangan; dan

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepaca atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

berikutnya;

kioerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan perazuran peruodang-undangan;

D. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai

':Ian~anaQi.un\) 'Qe'l"'<lia.\a't\<lan \le'tben%\<..e\an '¥o..e\a'S'?s.,
l. menyiap\w.n bahan dan -ntelaks:mal= peme\iho.raan

\ketit\tan pe't~n~e\an\ \eTnada'Q keka:yaan o.aeran
~alat-alat berat) yan!!. diketO\a D\DaS a¥,ar dapat

dimaIUat\Umn deng~ optimal dan terus-menerus';

k. menyiapkan bahan rnerumuskan dan melaksanakan
, pengawasan penggunaan peralatan eli lapangan unruk

mengetahui pemanfaatan pera1atan secara nyata;
L menyiapkan bapan dan melalcsanakan .<;UnJey suku

cadang peralatan bcrat untuk mendapo.tkan harga

yang kompetltif;
m, menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

pelaksanaan program. dan kegiatan serta pelayanan ill
UnD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B;

dan pembina.e.n

me!.m/o'Qera'LO't
[seroice];

i. menyiapkan bahan dan me\aksanakan UlveDtan5a!.\,

~'t\~\at\\ ~-m.'tI~, '\;g,'t\~0a:t\, a\a\. m\ ~a.\

te\uUeI teknis.i
-pc::.Tneu.naraan

-pcgawaiI tenagn
\U\Ul...... ~"U1!.u.asaan

pemeiiharaanuntukmengalami kerusakan,
(perbengkelan);

h. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan perbengkelari

,
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(1) UPTD Lo.borntorium Konstruksi Ketas A dipiropin oleh

Kepala UPTD yang berkedudukan dl bawah dan

bertanggung jawab kepadaKepala'Dinas.
(2) Kepala UPTD Laboraeorium Konstruksi Kelas A

sebagaimana dimaksud pada ayat (11,mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas eli bidang uji strukrur

tanah untuk jalan, jenis/kullstcuksi bangunan unruk

jalan dan pengujian konstruksi lainnya yang berkaitan

dengan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang eliDaerah.

(3) Kepala UPTO Laboratorium Konstruksi Kelas A dalam
melaksanakan tugas pokok sebagalimana dimaksud pada
ayat (:2), mempunyai fungsi :

0.. penyueunan program .kerja uno Laboraiorium

Konstruksi Kelas A;
b. pelaksanaan sebagian rugas Kepala Dinas eli bidang tili

struktur tanah untuk jalan, jenis/konstruksi
bangunan untuk jalan dan pengujian konstruksi
lainnya;

~. pela.ksana kegiatan dan pelayanan di bidang uji

struktur tanah untuk [alan, jenis/konstruksi
bangunan untuk jalan dan pengujian konstruksi
lainnya;

d. Pembinaan, bimbingan teknis pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD
Laboratorium Konstruksi Kelas A; dtul

•

?asa138

8. Pasal 3'1 diha:pus.

9. Ketentuan Paragrai '3 "Bai}an Kedua R~"B \J C\h.lhah serun'6?,a

berb"UnJ'l. acba@.ai. 'oc-n'K:ut·.

I '?aragrai ~

UP1\.) \.aooratorium Konstruksi Ke\as 1\

10. Ketentuan PalOal 38 diubah . &ehingga 'ocr'oUcnyl 3cbagai

beriku1; :

-12-
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f. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang uji
struktur tanab untuk jalan, jenis/konstruksi

bangunan untuk jalan, dan pengujian konstruksi

lainnya;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan uji
laboratorium konstruksi sesuai kebijakan kepala
Dinas;

h. menyiapkan baban dan melaksanakan sosialisasi dan
pembinaan kebijakan Daerah cti bidang

pengujian/laboratorium;

e. mempelejari dan mengkaji peraturan perundang
undangan dan regulasi sektoral terkait .ainnya aebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksterna.l

baik secara Iangsung n:aupun tidak langaung unruk

mendapatkan informaai, rnaaukan, serta dalam rangka

sinkronisasidan harmonisasi pelaksanaan kegiatan:

e. "i'e\aks.anaen tu&a$ lain yang Cliberikan o\eh Ke'Pa\a
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya,

\4) lCepala UYrD Labol'atorium Konstruksi Ke\a1O A. dalam
me\aksanakan tul!,= pokok dan {ung~ sc'cJal!,aimana

dimaksud pada &:yat \2) dan ayat \3). mernpunyai uraian
tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan tJPTn
Laboratorium Konstruksi Kelas A berdasarknn basil
evaluasi kegiatan tahun tebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan seeuai lingkup
tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk baik
secara liaan maupuri tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan rugas;

•

•

-\~-



.
r. melak.sanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

periotah atasan.

1L Ketentuan PascU 39 diubah schingga berbunyi sebagai

oerikut :

<to menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
(.

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan. berjalan Lanear dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

o. me1aksanakan monitoring, mengevaJuasi, dan menilai
kineIja pelakso.naan tugas bawahan secara berkala

eesuai dcngan peraturan perundang-undangan;

i. mengoperasionalkan peralatan laboratorium
(aJat/mesin) untuk digunakan uji klinis sesuai
petuniuk/pedoman pengoperasian;

J. menyiapko.n bahCUl dan melaksanakan pcngujian

tanah, bahan material, aspal dan beton serta
konstruksi bangunan untuk pembangunan jalan;
•k. menyiapkan bahan dim melaksanakan pemeliharaan
peralatan laboratorium konstruksi;

1. menyiapican bahan dan merumuskan rencana
pendapatan dan sektor laboratorium sebagai bagian
dari Pendapatan Asli Daerah;

m. menyiapkan bahan dan merencanakan st:af/pegawai

untuk dididik/mengikuti Latihan, Kursus, Bimbingan
Teknis (Bintek), rapat koordinasi teknis dan sejenisnya
tentang pengeJolaan, pemanfaatan dan penggunaan
Laboratorium agar menjacli tenaga terampiJ/ahli;

n. menetapkan Standar Operaaional dan Prosedur (SOP)
pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan Iii
UPfD Laboratorium Konstruksi Kelas A;

•

-14-
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c. membagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan araban dan pernnjuk baik

eecara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permase.labandun peraturan perundang-undangau;

berdaaarkan basil evaluaei kcgiatan. tahun :sebelumnya

dan peraturan perundang-undangan;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha UPTD Laboratorium Konstruksi Kelas A

(3) Kepaia Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium

Konstruksi Kelas A dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mernpunyai rrraiari

tugas jabatan :

surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat,

earana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
ketatalaksanaan di lingkungan UPfD Laboratorium

Konstruksi Kelas A.

•

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPrD Laboratorium Konstruksi

Kelas A dtpimpln olen Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawab dan bertanggung jawab kepada

KepaJa UPTDLaboratorium Konstruksi Kelas A.

(2) Kepala Sub Bagian Tam Usaha UPTD Laboratoriurn

Konstruksi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala UPrD Laboratorium Konstruksi Kelas A dalam

penyiapan bahan perurcwsan keblJakan teknts,

pengoordinasian, pembinaan, p!ngendalian, pengelolaan

dan pemberian bimbin~ di bidang administraei umum •
•

Pasal39
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L meJaksanakan pemeliharaan, perawazan barang

barang inventaris milik pemerintah yang ada di UPI'D

k. melaksanakan pelayanan administrasi di UPTO

Laboratorium Konstruksi Kelas A;

J. melaksanakan pemellharaan gedung, sarana dan

prasarana UPI'O Laboratorium Konstruksi Kelas A,

kebersfr.an dan kerumahtanggan kantor:

h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah

untuk ken.aikan po.ngkat. usuJ pengkatan wenjadi

Pegawai Negert Slpll, Kartu Pegawai, Asuransi

Kesehatan, Kartu Tabungan Asuransi Perumahan dan

hak hak kepegawaian lainnya;
I

1. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran di lingkungan UPTD LaboralOrium
Konstruksi KelasA;

kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya sen:a

pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Konstruksi

Kelas Adan pertangungjawaban keuangarr;

•

tunjangan,pcnggajian pegawai,g. melaksanako.n

f. melaksanakan ketatRusRhaan yang meliputi urusan

umum, adminiatraai, ~at menyurat, pengetolaan

kcuangan dan perjalanan dmas di lingkungan UPI'O

UPTDLaboratorium Konstruksi kelas A;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang

undangan dan regulasi-sektoral terkalt lainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiaran;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun ekstemal

balk secara tangsung maupun tidal< '~ngsung untuk
menda1)atkan informaai, maaukan, serta dalam rangka

sinkronisasl dan harmorusasi pelaksanaan kegiatan;

-16;



Penataan kemba.li personel, anggaran, sarana dan praeerana

serta sernh tcrima dokumeri sebagai akibat penghapusan

IJPID berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling

lama tanggal I Januari 2019.

Pasal 48A

12. 01 antara Pasal ~8 dan PasaJ 49 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakniPasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut :

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan,

r. menyampatkan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lanear clan optimal

serta untuk menghindari penyimpangan; dan

q. mcmbuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaJuasi dan pengambilan kebijakan
berlkutnya;

p. melaksanakan morutoring, mengevaluasi, dan menilai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;•

o. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintahan (SP[P) eli lingkungan lIPID

Laboratorium Konstruksi Kelas A;•

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur " (SOP) di lingkungan UPrD

Laboratorium Konstruksi Kelas A;

Laboratorium Konstruksi Kelas A untuk menunjang

tugas;

m, melaksanakan penyusunan laporan penyeleoggaran

UPTDLaboratorium Konstruksi Kelas A;

-17-
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Diundangkan di Purwodadi

al 07 Mei 2018

daJamBerita Daerah Kabupaten Grobcgan;
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

memerintahk:mmengetahuinya,orangAgar setiap
pengundangan

Peraturan Bupati.ini.mulaiber!a:ku pada tanggal diundangkan_

PasallI
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